
BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,
Menimbang    : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat Kabupaten Jembrana, maka dipandang perlu untuk
penambahan waktu pelayanan dan peningkatan status Puskesmas Pembantu
menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana;

b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan
perubahan kedua kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana;

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang …………….
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas
Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2011 Nomor 152).

12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2011 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Jembrana Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten
Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 334).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I ……………..
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Pasal I
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten
Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 172), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor
334), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat

Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
(2) Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. UPT Puskesmas I Melaya di Melaya, merupakan UPT Puskesmas rawat jalan;
b. UPT Puskesmas II Melaya II di Gilimanuk, merupakan UPT Puskesmas rawat inap;
c. UPT Puskesmas I Negara di Kaliakah, merupakan UPT Puskesmas rawat jalan;
d. UPT Puskesmas II Negara di Pengambengan, merupakan UPT Puskesmas rawat inap;
e. UPT Puskesmas I Jembrana di Dangin Tukadaya, merupakan UPT Puskesmas rawat jalan;
f. UPT Puskesmas II Jembrana di Yeh Kuning, merupakan UPT Puskesmas rawat inap;
g. UPT Puskesmas I Mendoyo di Pergung, merupakan UPT Puskesmas rawat jalan;
h. UPT Puskesmas II Mendoyo di Yehembang, merupakan UPT Puskesmas rawat jalan;
i. UPT Puskesmas I Pekutatan di Pekutatan, merupakan UPT Puskesmas rawat inap; dan
j. UPT Puskesmas II Pekutatan di Gumbrih, merupakan UPT Puskesmas rawat jalan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 2
Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 27 Agustus 2013
BUPATI JEMBRANA,

ttd
I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 27 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd
GEDE GUNADNYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR


